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LANDASAN TEORI

2.1. PAJAK

2.1.1. Pengertian

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Suandy (2011)
mendefinisikan pajak sebagai :

luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak dipungut mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluarkan umum.

Menurut pendapat ahli lainnya, yaitu Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Yulianto,dkk

(2011) mendefinisikan:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof DR. M.J.H. Smeets mendefinisikan:
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma
umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kotraprestasi yang dapat

ditunjukan secara individual; hal ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.

Sedangkan berdasarkan UU No.16 tahun 2009 UU KUP :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak peralihan dari orang atau badan ke pemerintah

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaan, sehingga dapat dipaksakan

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah

4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dalam
pemasukan masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk
membiayaipublic investment

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemerintah

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun
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menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan
merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau

badan hukum lainnya.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk dijadikan
sebagai subjek dalam perpajakan yang pengenaan pajaknya memperhatikan
keadaan subjeknya. Subjek pajak dapat dibedakan antara subjek pajak dalam

negeri atau luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

dan

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap

di Indonesia.
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Untuk memberikan kepastian hukum, penentuan Subjek Pajak luar negeri
atau Subjek Pajak dalam Negeri dan penentuan mulai atau berakhirnya

kewajiban pajak subjektif menjadi sangat penting.

Tabel 2.1

Subjek Pajak dan kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak kewajiban Pajak Subjektif

Mulai Berakhir

Subjek Pajak Dalan

-

Negeri

1. Orang Pribadi: saat meninggal dunia
a. Orang pribadi yangsaat dilahirkan atau meninggalka
tinggal di Indonesia, Indonesia selamanya
atau

b. Orang pribadi yangsaat datang pertama&aat meninggal dunia
berada di Indonesigkali di Indonesia atau meninggalkar
lebih dari 183 har Indonesia selamanya
dalam jangka waktu

12 bulan, atau

c. Orang pribad| saat berada atau saat meninggal dunia
dalam satu tahupberniat tinggal di atau meninggalka
pajak berada, danindonesia Indonesia selamanya

berniat tinggal d
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Indonesia

2. Badan yang saat didirikan/ saat dibubarkan / tidak
didirikan dan| bertempat kedudukan lagi  bertempat d
bertempat kedudukandi Indonesia Indonesia

di Indonesia

3. Warisan yani| Saat timbulny:| Saat warisan terseb
belum terbagi sebagaiarisan mulai dibagi

satu kesatuan,

Subjek pajak menjadi wajib

pajak ketika telah menerima atau

memperoleh penghasilan, dengan kata lain, wajib pajak telah memenuhi

kewajiban subjektif dan objektifnya. Perbedaan antara Wajib Pajak dalam

negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan

kewajibannya.

Tabel 2.2

Perbedaan Wajib Pajak Luar Negeri dan Dalam Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri

Dikenai pajak atas penghasilan b

aiRikenai pajak hanya atas penghasi

yang diterima atau diperoleh daryang berasal dari sumber penghas

Indonesia maupun dari luar Indonesi

adi Indonesia

Dikenai pajak berdasarkan penghas

Dikenai pajak berdasarkan penghas

lan

an
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neto dengann tarif umum bruto dengan tarif pajak sepadan

Wajib  mendaftarkan diri untukTidak wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP dan wajjmemperoleh NPWP dan wajib
menyampaikan Surat Pemberi tahuyamenyampaikan Surat Pemberi tahdyan

Tahunan Pajak Penghasilan sebageahunan Pajak Penghasilan karena

sarana untuk menetapkan pajak yapgjaknya dipenuhi melalu

terutang dalam satu tahun pajak. pemotongan pajak yang bersifat fina

2.2.3. Pengecualian Subjek Pajak

1. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

a. Kantor perwakilan negara asing

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama
mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia
tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan



15

b) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

C) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana
dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan

lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
142/PMK.03/2010 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional
dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk

subjek pajak penghasilan.

- Mengubah Lampiran angka romawi IV dengan menambah 1 (satu) butir
menjadi butir 64 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional
dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak
Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 15/PMK.03/2010.
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2.2.4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Pasal 4 (1) PPh, yang

menjadi objek pajak adalah:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama

dan dalam bentuk apa pun;
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4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau

permodalan dalam perusahaan pertambangan;

. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;

. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
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keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aset;

n.

0.

premi asuransi;
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

. surplus Bank Indonesia.

2.2.5. Dikecualikan Dari Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 (3) UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. imbalan berupa

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
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sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak
penghasilan:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak penghasilan sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah zakat yang
diterima oleh:

a. badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah; dan
b. penerima zakat yang berhak.

3. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang akui di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

a. lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah; dan

b. penerima sumbangan yang berhak
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2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak

yang bersangkutan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 245/PMK.03/2008
tentang badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil
yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak
termasuk sebagai objek pajak penghasilan:

1. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh :

a. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

b. badan keagamaan

c. badan pendidikan

d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau

e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
berdasarkan pasal 2, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan:

1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah orang tua dan
anak kandung

2. Badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b

adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus
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tempat-tempat ibadah dan/ atau menyelenggarakan kegiatan di
bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.

3. Badan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata
menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan

4. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah badan sosial yang
kegiatannya semata-mata menyelenggarakan:

a. pemeliharaan kesehatan;

b. pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);

c. pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar,
dan anak atau orang cacat;

d. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana
alam, dan sejenisnya,;

e. pemberian beasiswa;

f. pelestarian lingkungan hidup; dan/ atau

g. kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan.

5. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan
menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai

berikut:
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a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

b) memiliki  hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

berdasarkan pasal 3, Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan,
atau sumbangan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau
sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau

sumbangan.

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak
yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
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e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

651/KMK.04/1994:
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1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang

penanaman modal berupa:

a Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan
tabungan, pada bank di Indonesia, serta Sertifikat Bank

Indonesia;

b. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di

Indonesia;

c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di
bursa efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Obyek Pajak

Penghasilan;

I. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan
usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha

tersebut:
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1. merupakan perusahaan mikro, Kkecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2009 tentang
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 246/PMK.03/2008
tentang beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Beasiswa
yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan diubah dan di antara Pasal
1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan
ayat (1b), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

a. Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga
Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka
mengikuti pendidikan formal dari/atau pendidikan nonformal yang
dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari
objek Pajak Penghasilan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan:

a. pemilik

b. komisaris

c. direksi
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d. pengurus

m.sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2009:

1. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitan dan pengembangan yang
diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka
waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih

tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan

2. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan

objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak
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Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya

operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.

. Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidanginya.

. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan,
penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai

lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut

b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan

perpustakaan

c. Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru,
dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang

berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal

. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), sisa
lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak

Penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu 4
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(empat) tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan

yang berlaku

6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4),
sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak

Penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 247 /PMK.A3/2008 tentang bantuan
atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial
kepada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
meliputi:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK)

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri (TASPEN);

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ASABRI);

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia

(ASKES) dan/atau
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e. badan hukum lairurya yang dibentuk untuk menyelenggarakan

Program Jaminan Sosial.

Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
a. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu;
b. Wajib Pajak atau anggota ~masyarakat yang sedang
mengalami.bencana alam; dan/atau
c. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah.

1) Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah Wajib
Pajak atau masyarakat yang tidak mampu sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 huruf a adalah Wajib Pajak dan atau masyarakat yang
hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data
yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik.

2) Wajib Pajak atau masyarakat yang sedang mengalami bencana
alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah Wajib
Pajak dan/ atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang
diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banijir, kekeringan, angin
topan dan tanah longsor.

3) Wajib Pajak atau masyarakat yang tertimpa musibah sebagaimana,
dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢ adalah Wajib pajak dan/ atau
masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat
diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam

keselamatan jiwa.
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2.2.6 Biaya yang Boleh dikurangkan sebesar 50%

Dalam Suandy (2011:130), biaya-biaya yang hanya boleh dikurangkan
sebesar 50% dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai
berikut:

a. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon selular yang dimililki dan
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau
pekerjaannya.

b. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon
selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu
karena jabatan atau pekerjaannya.

c. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan
sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaaanya.

d. Atas biaya pemeliaharaan atau perbaikan rutin kendaraaan sedan atau
sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu
karena jabatan atau pekerjaannya.

2.2.7. Pengurang Penghasilan (Biaya)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat
dibedakan antara pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai lsdyetiiz
Expenses) dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai INaya (
Deductible Expenses). Pada prinsipnya yang boleh dikurangkan  dalam
pengghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
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yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa

manfaat dari pengeluaran tersebut.

2.2.7.1. Biaya yang dapat Dikurangkn secar a Fiskal

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya-biaya yang boleh dibebankan

sebagai pengurang penghasilan bruto adalah :

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha, antara lain:

1.

2.

8.

9.

biaya pembelian bahan;
biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam

bentuk uang;

. bunga, sewa, dan royalti;
. biaya perjalanan;

. biaya pengolahan limbabh;
. premi asuransi;

. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;
biaya administrasi; dan

pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
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. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;

. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan;

. kerugian selisih kurs mata uang asing;

. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia;

. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih:

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,

b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk
jumlah utang tertentu;

d. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.03/2009,
tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto:

1. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul
dibidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan
jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung
penghasilan kena pajak.

2. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk piutang yang berasal dari
transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa dengan Wajib Pajak.

3. Penerbitan umum atau khusus adalah penerbitan yang meliputi:
a. Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada

penerbitan surat kabar/majalah atau
b. media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala
nasional; atau
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Dalam Pasal 3 :



34

1. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibebankan sebagai pengurang
penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial;
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah
diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau
terdapat  perjanjian  tertulis mengenai  penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau
adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
(1a) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbéatak
copy dan/atatsoft copy.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak berlaku untuk piutang yang nyata — nyata tidak dapat

ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya.



35

3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada

debitur kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan

gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang

diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan
dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu
kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang
diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga
Sejahtera | yang telah menjadi peserta Takesra dan
tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;

b. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang
diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai
pelaksana (executing) maupun penydtinanneling) atau
kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai
pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang
tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha
taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan
hortikultura;

c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS),
yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat

untuk pemilihan rumah sangat sederhana (RSS);
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d. Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan
kepada nasabah usaha kecil;

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan
untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK;
dan/atau

f. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan
Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan

koperasi.

. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur

kecil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar seluruhnya
atau dibayar sebagian oleh debitur, jumlah piutang yang
dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian tersebut
merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak

diterimanya pembayaran

sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 93 Tahun

2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan

dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan,
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sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur

sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:

1. Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah
tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional,
yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional
yang disampaikan secara langsung melalui, badan
penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak
langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin
dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana
penanggulangan bencana

b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang
merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang
disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan

c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan
berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga
pendidikan

d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan
sumbangan untuk  membina, mengembangkan  dan

mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis
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olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan
olah raga; dan

e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana
untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

2. Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak
sebelumnya;

b. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi
pada Tahun Pajak sumbangan diberikan

c. Didukung oleh bukti yang sah; dan

d. Lembaga yang menerima sumbangan dan/ atau biaya memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan
sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Pajak Penghasilan

3. Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur
sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi
5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak

sebelumnya.
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4. Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi
apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-
Undang tentang Pajak Penghasilan

5. (1) . Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau
barang.

(2). Biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf e diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau
prasarana.

6 Nilai sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan :

a. Nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum
disusutkan

b. Nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah
disusutkan; atau

c. Harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan
merupakan barang produksi sendiri

Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah yang

sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau

prasarana.
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7 Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan
8.a. Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang
menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran
sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan
b. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e wajib
menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur
Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya
sumbangan danj atau biaya
c. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai
Nomor Pokok Wajib Pajak melaporkan sumbangan dan/atau biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran laporan
keuangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Tahun Pajak diterimanya sumbangan
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan
di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
I. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah; dan



41

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.7.2. Biayayang tidak dapat Dikurangkan Secara Fiskal

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, biaya-biaya yang tidak boleh

dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang



42

ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009
tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta
Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di
Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang

Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Berdasarkan pasal 3, Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan

penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh

Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk
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pegawai yang tidak dapat menikmati makanan dan atau minuman
tersebut di tempat kerja maka dapat diberikan dalam bentuk kupon,
meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, serta pegawai dinas

luar lainnya.

. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang
diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu
dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong

pembangunan di daerah tersebut. Natura tersebut adalah sarana dan

fasilitas di lokasi kerja untuk :

1. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan
keluarganya;

2. pelayanan kesehatan;

3. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;

4. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasukpgalér
boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan
fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus

menyediakannya sendiri

. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena
sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Natura tersebut meliputi

pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam
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petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta

penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Dalam pasal 4, Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis
mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan
prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit
dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun
udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia
menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung
risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang,
termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari

50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
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keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan

perundangundangan di bidang perpajakan.

2.3. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap
penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam
negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak
penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam
pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP disesuaikan menjadi sebagai berikut:
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Tabel 2.3

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan Besarnya PTKP per
tahun (Rp)
Diri Wajib Pajak orang priba 24.300.00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 2.025.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung de 24.300.00

penghasilan suami

Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan keteniuan 2.025.000

yang berlaku (maksimal 3 orang)

24 Tarif

Menurut pasall?7 pasal (1) nomor 36 tahun 2008, berikut ini adalah tarif

Wajib Pajak Orang pribadi adalah:
Tabel 2.4

Tarif Pajak Orang Pribadi

No. L apisan penghasilan Tarif
1 Nol s/d Rp. 50.000.000,- 5%
2 Dari Rp 50.000.000,- §d Rp 250.000.000,- 15%
3 Dari Rp 250.000.000,- sd Rp 500.000.000,- 25%
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4 Di atas Rp 500.000.000,- 30%

Sedangkan dalam pasal 17 nomor 36 tahun 2008 tarif untuk Wajib Pajak
Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh

delapan persen).

2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua

puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat
memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan
kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
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(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2009 tentang pajak
penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri:
Berdasarkan pasal 1, Penghasilan berupa dividen yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak
Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final
Berdasarkan pasal 2 Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar
dividen
Berdasarkan pasal 3, Penentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam

ribuan rupiah penuh.
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5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari
dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh)
dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri
atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut

pada ayat (1).

2.5 Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan
sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi
dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung (PSAK
17). Dalam Suandy (2011:32) disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan,
menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu tahun tidak dapat dikeluarkan sebagai biaya sekaligus pada tahun
pengeluarannya. Namun dalam hal tarif penyusutan dan perhitungan perlu
diperhatikan dasar hukum fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan meurut
akuntansi (komersial). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen

Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan.
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Metode Penyusutan yang digunakan :

a. Garis Lurus : penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar

selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

b. Saldo Menurun : penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif
penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat disusutkan

sekaligus.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (6), untuk

menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Tabel Penyusutan

Kelompok Hartd Masa Manfaat| Tarif Penyusutan sebdgai
Berwujud mana dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
[.Bukan
bangunan
Kelompok . | 4 tahu 25 % 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%




[l.Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tidak permanen| 10 tahun 10%
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Amortisasi adalah biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara

digunakan adalah :

Garis Lurus :

penghasilan atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang tidak berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan. Metode yang

amortisasi yang dilakukan dalam bagian-bagian yang

sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

Saldo Menurun : amortisasi yang dilakukan dalam bagian-bagian yang

menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan

tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat

disusutkan sekaligus.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 11A ayat (2), untuk

Tabel 2.6

Tabel Amortisasi

menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Kelompok

Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi berdasark

metode

Garis Luru:

Saldo
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Menurun
Kelompok . | 4 tahut 25 % 50%
Kelompok : 8 tahut 12,5% 25%
Kelompok 16 tahul 6,25% 12,5%
Kelompok ¢ | 20 tahui 5% 10%

2.6 Penghasilan yang Dikenakan secara Final

Berikut ini adalah penghasilan yang dikenai pajak bersifat final Berdasarkan UU

PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008 :

a.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah
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2.7 Manajemen Pajak

2.7.1 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan
dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin
untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan ( Lumbantoruan, 1996
dalam Suandy, 2011). Sedangkan perencanaan pajak merupakan langkah awal
dalam manajemen pajak, dalam tahap perencanaan pajak akan dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi
jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya

penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Tujuan dari manajemen pajak diuraikan menjadi dua, yaitu:

a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar

b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba likuidasi yang seharusnya

2.7.2.Moativasi dilakukannya Per encanaan Pajak

Dalam Suandy (2011:10) disebutkan bahwa motivasi dilakukannya

perencanaan pajak ada tiga unsur yaitu :

a. Kebijakan perpajakan

Melalui kebijakan perpajakan terdapat beberapa jenis pajak yang akan

dipungut, sehingga dari jenis-jenis pajak yang akan dipungut tersebut
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mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Dengan
perencanaan tersebut dapat diketahui, transaksi mana yang akan
dikenai pajak dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat
diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak. Sedangkan
kebijakan dalam aspek subjek pajak, terdapat pemisahan antara badan
dan pribadi pemiliknya. Adanya perbedaan perlakuan pembayaran
deviden atas pembayaran kepada pemegang saham perseorangan dan
pemegang saham berbentuk badan, sehingga mendorong untuk
melakukan perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah dan
sumber daya perusahaan dapat digunakan untuk tujuan lainnya. Aspek
kebijakan pajak lainnya yang mendorong dilakukannya perencanaan
pajak adalah aspek objek pajak. Karena objek pajak merupakan dasar
penghitungan pajak, maka hal tersebut akan memotivasi untuk
dilakukannya perencanaan pajak. Aspek kebijakan pajak lainnya yang
mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah tarif pajak,
seseorang akan melakukan perencanaan pajak untuk mengusahakan
tarif pajak yang rendah namun terutang pajak yang rendah pula. Dan
aspek yang terakhir adalah prosedur pembayaran pajak, dengan lebih
ditingkatkannya sistem pemungutamtholding system di Indonesia,

hal ini sangat menggganggu arus perusahaan serta bisa mengakibatkan
kelebihan pembayaran. Padahal untuk memperoleh restitusi atas
kelebihan diperlukan waktu yang lama, melalui prosedur dimana

seseorang yang akan melakukan restitusi harus mengajukan
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permohonan restitusi ke Direktur Jendral Pajak, kemudian setelah
Dirjen pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang
melakukan restitusi, Dirjen Pajak akan mengeluarkan (SKPLB), dan
SKPLB diterbitkan oleh dirjen pajak paling lambat 12 bulan. Jangka
waktu yang lama dikarenakan prosedur inilah yang memotivasi untuk

dilakukannya perencanaan yang lebih baik.

b. Undang —undang Perpajakan

Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara
sempurna, maka dalam pelaksanaanya selalu diikuti oleh ketentuan-
ketentuan lain (Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen
Pajak, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah). Oleh karena itu
terdapat celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan

tersebut untuk melakukan perencanaan yang baik.

c. Admistrasi Perpajakan

Perencanaan dilakukan agar tehindar dari sanksi administratif maupun
sanksi pidana akibat salah penafsiran antara aparat fiskus dengan

wajib pajak.

2.7.3 Tahapan Dalam M embuat Perencanaan Pajak

Beberapa tahapan-tahapan agar perencanaan dapat berhasil sesuai yang

diharapkan (Suandy:2011), yaitu:
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a. Menganalisis informasi yang ada

b. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya
pajak

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana
pajak

e. Memutakhirkan rencana pajak.

2.7.4 Laporan Keuangan Fiskal

Dalam Suandy (2011) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk
perhitungan pajak. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus
bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu,
baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat perbedaan ini
menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum, laporan
keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali

diatur secara khusus dalam undang-undang.

2.7.5. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial dan fiskal,
dimana akuntansi komersial berfokus pada laba, sedangkan fiskal memiliki tujuan
utama yaitu penerimaan negara, hal-hal ini yang akan memicu adanya perbedaan
pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal dalam menghitung

besarnya penghasilan kena pajak.
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Dalam Suandy (2011:97) pajak kini adalah jumlah pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh Wajib
Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian
dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak
diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan
laporan keuangan komersial. Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya
perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar
akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini dapat

dikelompokan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu/sementara.

Beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan
pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan
perpajakan. Akibat dari beda tetap tersebut adalah adanya perbedaan besarnya

laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau pajak penghasilan kena pajak.

Beda waktu atau temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya
perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu
berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini
mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun

pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya.

Dalam dalam PSAK Nomor 46 tentang akuntansi Pajak Penghasilan,
pengertian dari pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada

periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer.



